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MOTTO 

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 

maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga” 

( H.R Muslim)
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RINGKASAN 

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa 

Outsourching Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kabupaten Jember; Dewi Wengkas Putri Sari, 

140903101040; 2017; 55 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan 

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Praktek Kerja Nyata (PKN)  ini dilaksanakan pada Kantor Cabang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, yang 

dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Tujuan 

Praktek Kerja Nyata (PKN)  adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur 

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourching Pada Kantor 

Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten 

Jember. Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN)  adalah mempelajari unsur-

unsur yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan memperoleh 

gambaran nyata tentang pelaksanaan pembayaran. Kantor Cabang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember merupakan 

sebagai salah satu Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan yang memiliki tugas 

memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga 

kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus 

penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya 

penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. 

. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)  penulis mempelajari 

tentang jasa outsourching Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan PT. Sandhy Putra Makmur 

yang memiliki pekerja yang ahli dalam bidangnya, antara lain security, office boy, 

office girl, dan driver. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa outsourching 

dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah brutonya, proses pembayaran Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Bendahara Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan 
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Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember menggunakan e-billing sesuai 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014. 

Kesimpulannya dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah Prosedur 

pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh bendaharawan sudah 

sesuai dengan peraturan pajak yaitu Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008. 

Berdasarkan pemotongan pajak di Indonesia Kantor Cabang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember menggunakan sistem With 

Holding System. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 408/UN.25.1.2/SP/2017, Program 

Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi,  Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pajak merupakan salah satu sumber yang mempunyai kontribusi yang cukup 

tinggi dalam penerimaan negara. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, 

pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung 

jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan 

perwujudanpengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan 

pembangunan nasional. 

Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh 

pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa 

pengaruh terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

pajak. Proses menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan dibutuhkan Wajib 

Pajak sebagai contoh pelaksanaannya untuk berperan serta mendukung usaha negara 

dalam upaya pembangunan tersebut. Dalam melakukan pemungutan dan pemotongan 

pajak, pemerintah menggunakan dasar Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang 

memuat tata cara dan klasifikasi pemungutan serta pemotongan pajak dengan Self 

Assesment System, Official Assesment System, dan With Holding System. 

Menurut Resmi (2016:10)Official Assessment System adalah sistem pemungutan 

pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri 

jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. With Holding Systemyaitu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku.  
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Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ada beberapa pajak 

penghasilan yang dipotong dan dipungut. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenisnya meliputi : 

a. Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB); 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

c. Bea Materai; 

d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);dan 

e. Pajak Penghasilan (PPh). 

Pajak Penghasilan atau yang sering kita dengar dengan (PPh) diklasifikasikan 

menjadi beberapa pasal, antara lain yaitu: 

a. Pajak Penghasilan Pasal 21; 

b. Pajak Penghasilan Pasal 22; 

c. Pajak Penghasilan pasal 23;dan 

d. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. 

Sebagai salah satu contohnya yaitu pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, yaitu sebagai salah satu 

Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan yang memiliki tugas memberikan perlindungan 

dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan 

memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai 

pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. 

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut pada Kantor Cabang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember diantaranya PPh 

21, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2. Dalam pelaksanaan perpajakan Kantor Cabang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember menggunakan 

sistem pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke tiga (With Holding 

System). Salah satu yang menggunakan pemotongan adalah Pajak Penghasilan Pasal 

23 atas Jasa Outsourching.  
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Menurut Resmi (2016:313) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang 

dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri 

(orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan 

Pasal 21.Pajak Penghasilan Pasal 23 termasuk dalam With Holding System yaitu 

pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu: 

a. Badan pemerintah; 

b. Subjek pajak dalam negeri; 

c. Penyelenggara kegiatan; 

d. Bentuk Usaha tetap; 

e. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya; dan 

f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

kecuali Pejabat pembuat akta tanah tersebut camat, pengacara, dan konsultan, 

yang melakukan pekerjaan bebas. 

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, 

atas pembayaran berupa sewa. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak yang 

didapatkan dari jumlah penghasilan bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan 

adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan 

jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan presentasi 

tertentu.Jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. 

Menurut Resmi (2016:319) Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 harus 

disertai dengan bukti-bukti meliputi kontrak kerja, daftar pembayaran gaji, upah, 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain serta bukti pembayaran yang telah 
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dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Apabila tidak terdapat bukti-bukti 

tersebut, jumlah bruto penghasilan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 

23 menjadi sebesar nilai kontrak atau pembayaran tidak dikurangi dengan 

pembayaran tenaga kerja, pembelian material atau bahan, dan pembayaran kepada 

pihak ketiga. 

Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember menggunakan sistem online dalam administrasi perpajakan. Salah 

satu yang menggunakan sistem online yaitu pembayaran pajak melalui e-billing. 

Sistem online pembayaran pajak melalui e-billing berdasarkan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014. 

Salah satu jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Jasa 

Outsourching. Outsourching (AlihDaya) dalamhukumketenagakerjaan di Indonesia 

diartikansebagaipemboronganpekerjaandanpenyediaanjasatenagakerja.Pengaturanhuk

um outsourching (AlihDaya) di Indonesia diaturdalamUndang-

UndangKetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) 

danPeraturanMenteriTenagaKerjadanTransmigrasiRepublik Indonesia No 19 Tahun 

2012 tentangSyarat-SyaratPenyerahanSebagianPelaksanaanPekerjaanKepada 

Perusahaan lain. 

Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk 

kepentingan Kantor Cabang terutama untuk mendapatkan jasa dari pihak lain. Salah 

satu jasa yang paling banyak dimanfaatkan yaitu penggunaan jasa outsourching. Jasa 

Outsourchingmemiliki peranan yang sangat penting bagi Kantor Cabang Badan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terutama dalam bidang Sumber Daya Manusia. 

Mengingat, Sumber Daya Manusia yang ada pada Kantor Cabang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember  sangat 

terbatas.Dikarenakan pekerjaan inti dalam kegiatan kantor hanya dilakukan oleh 

pegawai tetap, sehingga pekerjaan diluar kegiatan inti kantor harus 

dioutsourchingkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
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Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh 

jumlah pegawai Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yaitu 28 pegawai dengan 19 pegawai inti kantor 

dan 9 pegawai yang harus dioutsourchingkan. 

Jasaoutsourching pada Kantor Cabang Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember bekerja sama dengan PT. Sandhy Putra Makmur sejak tahun 2003. 

Pegawai outsourching pada Kantor Cabang Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

terdiri dari 4 security, 2 driver, 2Office Boy, dan 1 Office Girl.Setiap tahunnya Kantor 

Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember 

melakukan evaluasi dan memperbarui perjanjiannya dengan PT. Sandhy Putra 

Makmur. 

Penulis pada Praktek Kerja Nyata (PKN) mengambil tempat pada Kantor Cabang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. Serta 

mengambil objek studi untuk laporan tugas akhir adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 

atas Jasa Outsourching yang dipotong langsung oleh Kantor Cabang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. Pajak 

Penghasilan Passal 23 atas Jasa Outsourchingmeliputi security, driver, Office Boy, 

dan Office Girl. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Badan  Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember penulis mengangkat judul. 

“Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourching 

Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan 

bagaimana Prosedur pembayaran Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa 
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outsourchingpada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kabupaten Jember ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas 

Jasa Outsourching pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. 

2) Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya 

tentang Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa outsourching 

3) Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan 

di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia keuangan. 

4) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa. 

2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi 

dalam meningkatkan kreativitas diri. 

3) Mempererat hubungan antara universitas dengan instansi terkait. 

c. Bagi Instansi 

1) Merupakan Sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi 

dan   Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat 

akademisi maupun bersifat organisasi. 

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur 

 Menurut Mulyadi (2001:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang  dalam satu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. 

  

2.2    Pengertian Perpajakan 

2.2.1 Definisi Perpajakan 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak adalah konstribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan para ahli di bidang perpajakan mendefinisikannya berbeda-beda, 

namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan 

yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para 

ahli antara lain, menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2016:1) pajak adalah 

sebagai suatu kewajiban menyerahkan dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran 

wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun 
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daerah sebagai pemasukan kas negara berdasarkan undang–undang yang bersifat 

memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara 

langsung guna untuk memelihara kesejahteraan secara umum baik dalam bidang 

sosial maupun ekonomi. 

2.2.2 Unsur – Unsur Perpajakan  

  Unsur-unsur pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) dapat 

dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c.   Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dituntut adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.2.3 Fungsi pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:1) ada dua fungsi pajak yaitu : 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- 

pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur ( regulerend ) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh:  

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi   

konsumsi minuman keras. 
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2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang–barang mewah untuk  

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untung mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

   

2.2.4 Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka menurut Mardiasmo (2013 : 2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil ( syarat Keadilan ) 

  Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang–undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang–undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing–masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya 

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang–undang ( Syarat Yuridis ) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian ( Syarat Ekonomi ) 

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien ( Syarat Finansial ) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
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e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam mememnuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang–undang perpajakan yang baru. 

Contoh : 

1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. 

2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang beragam disederhanakan 

menjadi hanya satu tarif, yaitu 10% 

3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak penghasilan ( PPh ) yang berlaku 

bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi) 

 

2.2.5 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:5) pengelompokan pajak dibedakan menjadi 

3,yaitu :  

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak 

Contoh : Pajak Penghasilan 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 
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c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

 

2.2.6 Tata  Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo ( 2013:6) tata cara pemungutan ada 3 yaitu : 

a. Stelsel Pajak 

      Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 

1) Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Pengenaan pajak yang didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel 

nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan 

stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan 

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 

(setelah penghasilan riil diketahui). 

2) Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang–undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan, 

tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah 

pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak hitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya  pajak disesuaikan dengan keadaan 
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yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kekayaan lebih besar dari 

pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:7) terdapat tiga asas yang digunakan untuk 

memungut pajak, yaitu : 

1) Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal ) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri. 

2) Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 

diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:7) ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam 

pemungutan pajak, yaitu : 

1) Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

   Ciri – cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus; 

b) Wajib Pajak bersifat pasif; 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 
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2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan paak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri – cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada   

Wajib Pajak sendiri; 

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  

3) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.2.7 Tarif Pajak 

Menurut Resmi (2016:13) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak 

dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Mardiasmo (2013:9) Jenis 

pajak dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : 

a. Tarif Proporsional ( Sebanding ) 

Adalah tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.  

Contoh : 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif Tetap 

Adalah tarif yang berupa jumlah yang tetap ( sama ) terhadap berapapun 

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tetap. 
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Contoh : 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal    

berapapun adalah Rp 3.000,00 

c. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh : pasal 17 undang – undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri 

Tabel 2.2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 

Negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 

Pajak 

Sampai dengan Rp 50.0000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00  30% 

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi : 

1) Tarif Progresif Progresif 

Dalam hal ini kenaikan presentase pajaknya semakin besar. 

2) Tarif Progresif Tetap 

Kenaikan presentasenya tetap. 

3) Tarif Progresif Degresif 

Kenaikan presentasenya semakin kecil. 

d. Tarif Pajak Degresif 

Presentase tarif pajak yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang 

manjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. 

 

2.2.8 Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2013:25) adalah nomor 

yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang 
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digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah: 

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. 

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

 

2.3 Pajak Penghasilan 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut Resmi (2016:70) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan 

terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 

satu tahun pajak.  

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, 

serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian 

Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum 

Pajak Penghasilan adalah UU No.17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 

Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan 

UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. 

 

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo,2013:155).  

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:  

1) Orang Pribadi. 

2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 

3) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD 

dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


16 

 

pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial 

politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya. 

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar 

negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalakan usaha atau 

melakukak kegiatan di Indonesia. 

b. Subjek Pajak dibedakan menjadi : 

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:  

a) Subjek Pajak orang pribadi : 

(1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan atau; 

(2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai 

niat  untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak. 

2) Subjek pajak luar  negeri terdiri yang terdiri dari : 

a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu : 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih 

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima 

penghasilan dari Indonesia berupa: 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk 

Usaha Tetap di Indonesia; dan 

(2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 

bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

b) Subjek Pajak Badan, yaitu : 

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa: 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk 

Usaha Tetap di Indonesia; dan 
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(2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 

bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

  Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah: 

a. Badan perwakilan negara asing 

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia; dan  

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi internasional dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat: 

1) Bukan warga negara Indonesia; dan 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

 

2.3.5 Objek Pajak penghasilan 

Yang menjadi objek adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, 

baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo,2013:159-162). 

a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah : 

1)  Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang     

diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 
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bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan lain dalam Undang–Undang Pajak Penghasilan; 

2)  Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

3)  Laba usaha; 

4)  Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 

a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal; 

b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 

c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau 

sumbangan; 

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

perusahaan pertambangan. 

5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya; 

6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

8) Royalti atau imbalan atau penggunaan hak; 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

terterntu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

13) Selisih lebih karena penelitian kembali aktiva 
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14) Premi asuransi; 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari Wajib Pajak yang 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenai 

pajak; 

17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan; dan 

18) Surplus Bank Indonesia. 

b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah : 

1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima 

oleh keluarga sedarah dalam garis keturutan lurus atau sederajat, badan 

keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, taua orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

2) Warisan; 

3) Harta sebagai penggantian saham atau setoran modal; 

4) Imbalan natura; 

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi; 

6) Dividen yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal 

dari laba ditahan dan kepemilikan 20%; 

7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau 

pegawai; 

8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiunan; 

9) Bagian Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi; 

10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh 

Peraturan Menteri Keuangan; 

11) Beasiswa; 

12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang 

pendidikan dan/atau libang; dan 
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13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.  

 

2.4 Pajak penghasilan pasal 23 

2.4.1 Pengertian pajak penghasilan pasal 23 

 Menurut Resmi (2016 : 313) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak 

yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam 

negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21. 

 

2.4.2 Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 

tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Jenis Jasa yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Huruf Jenis jasa 

a.  Jasa penilaian (apprasial); 

b.  Jasa aktuaris; 

c.  Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

d.  Jasa hukum; 

e.  Jasa arsitektur; 

f.  Jasa perencanaan kota danarsitektur landscape; 

g.  Jasa perancang (design); 

h.  Jasa pengeboran (drilling) dibidang pengeboran minyak dan gas bumi 

(migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; 

i.  Jasa penunjang dibidang usaha panas bumi, penambangan minyak dan 

gas bumi (migas); 

j.  Jasa penambangan dan jasa penunjang selain dibidang panas bumi, 
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penambangan minyak dan gas bumi; 

k.  Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara; 

l.  Jasa penebangan hutan; 

m.  Jasa pengolahan limbah; 

n.  Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services); 

o.  Jasa perantara atau keagenan; 

p.  Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia; 

q.  Jasa kustodian atau peminjaman atau penitipan, kecuali yang dilakukan 

oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); 

r.  Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

s.  Jasa mixing film; 

t.  Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, photo, slide, klise, banner, 

pamfhlet, baliho, dan folder; 

u.  Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem 

kompoter, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan; 

v.  Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; 

w.  Jasa internet termasuk sambungannya; 

x.  Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyedia data, informasi, dan 

/atau program; 

y.  Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

yang ruang lingkupnya dibidang konstuksi dan mempunyai izin 

dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi; 

z.  Jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, 

listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstuksi dan 

mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi; 

aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan 
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udara; 

     ab. Jasa maklon; 

ac. Jasa penyidikan dan keamanan; 

     ad. Jasa penyelengara kegiatan atau event organizer; 

ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar 

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa 

periklanan; 

af. Jasa pembasmian hama; 

     ag. Jasa kebersihan atau cleaning service; 

     ah. Jasa sedot saptic tank; 

      ai. Jasa pemeliharaan kolam; 

aj. Jasa katering atau tata boga; 

     ak. Jasa freight forwarding; 

al. Jasa logistik; 

    am. Jasa pengurusan dokumen; 

    an. Jasa pengepakan; 

    ao. Jasa loading dan unloading; 

    ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh 

lembagaatau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis; 

    aq. Jasa pengelolaan parkir; 

    ar. Jasa penyondiran tanah; 

    as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 

    at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; 

    au. Jasa pemeliharaan tanaman; 

    av. Jasa pemanenan; 

    aw. Jasa pengolahan hasilpertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, 

dan/atau perhutanan; 

    ax. Jasa dekorasi; 

    ay. Jasa pencetakan atau penerbitan; 

    az. Jasa penerjemah; 
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    ba. Jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang sudah diatur dalam 

pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

    bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan; 

    bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

    bd. Jasa pengelolaan penitipan anak; 

    be. Jasa pelatihan atau kursus; 

    bf. Jasa pengiriman atau pengisian uang ke ATM; 

    bg. Jasa sertifikasi; 

    bh. Jasa survey; 

    bi. Jasa taster; dan 

    bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayaranya dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

     Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 

2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Menurut Resmi (2016:313) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

(pemberi hasil ) adalah sebagai berikut : 

a. Badan pemerintah; 

b. Subjek Pajak badan dalam negeri; 

c. Penyelenggara kegiatan; 

d. Bentuk Usaha Tetap; 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;dan 

f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk 

oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak penghasilan 

pasal 23, yaitu sebagai berikut : 

1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah             

(PPAT) kecuali Pejabat pembuat akta tanah tersebut camat, pengacara, 

dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas. 

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan, atas pembayaran berupa sewa. 
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2.4.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Mardiasmo (2013:256): 

a. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau 

pemegang polis asuransi atau pembagian hasil usaha koperasi yang 

diperoleh anggota koperasi; 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang; 

c. Royalti; 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21; 

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan/atau bangunan; 

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selainyang telah dipotong pajak penghasilan 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. 

 

2.4.5 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Mardiasmo (2013:256): 

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi; 

c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari penyertaan modal 

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia 

dengan syarat: 

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan 

Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari 

jumlah modal yang disetor. 
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d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. 

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 

kontak investasi kolektif. 

f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggotanya. 

g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan 

yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

2.4.6 Tarif dan objek pajak 

 Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 menurut Waluyo ( 2008 : 232 ) 

Dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Sebesar 15% dari jumlah bruto diatas : 

1) Dividen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 1 ) huruf g 

Undang–Undang Pajak Penghasilan; 

2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 1 ) huruf f; 

3) Royalti; dan 

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat ( 1 ) huruf e Undang– 

Undang pajak penghasilan. 

Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 

23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya 

kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lainnya. 

Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak 

Penghasilan pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk 

apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam 

negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. 
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b. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas : 

1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang 

telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat ( 2 ); dan 

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

21. 

c. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif 

pemotongan yaitu menjadi tinggi 100% ( seratus persen ) daripada tarif 

sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2. 

 

2.5 Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran  

2.5.1 Pengertian Prosedur Penghitungan 

Prosedur Penghitungan adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu 

aktivitas perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia,http://kbbi.web.id/hitung,12 April 2017). 

 

2.5.2 Pengertian Pemotongan  

Pemotongan yaitu proses, cara, perbuatan memotong (mengerat, 

memenggal, mengurangi). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

http://kbbi.web.id/potong,12 April 2017). 

Dapat disimpulkan bahwa pemotongan Pajak yaitu suatu proses memotong 

(mengurangi) pembayaran atau jumlah yang diterima atau Dasar Pengenaan Pajak 

yang dilakukan oleh pemberi penghasilan (yang membayarkan). 
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2.5.3  Pengertian Penyetoran 

Penyetoran yaitu proses, cara, perbuatan menyetorkan, pembayaran, 

pemasukan, dan penyerahan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

http://kbbi.web.id/setor,12 April 2017 ) 

Dapat disimpulkan bahwa penyetoran pajak yaitu suatu proses menyetorkan, 

pembayaran, pemasukan, dan penyerahan pajak ke kas negara. 

 

2.5.4   Pembayaran Pajak Secara Online (e-billing) 

 Menurut Sakti (2015:80) e-blilling system adalah metode pembayaran 

secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Sistem pembayaran pajak 

secara elektronik ini adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara 

elektronik yang diadministrasikan oleh Direktrorat Jenderal Pajak. 

 

2.5.5 Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

Menurut Sakti (2015:81) Setelah melakukan pembayaran, Wajib Pajak 

akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran. Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) diterbitkan dalam bentuk sebagai berikut : 

a. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan bank atau pos persepsi, 

untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan Kode Billing; 

b. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalaui ATM dan EDC; 

c. Dokumen elektronik untuk pembayaran atau penyetoran melalui internet 

banking; dan 

d. Teraan BPN pada SSP atau SSP PBB untuk pembayaran melalui teller 

bank atau PT Pos Indonesia. 

 

2.6 Akuntansi Pajak  

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

 Menurut Supriyanto (2011:2 ) Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu 

akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan 

laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran pungutan wajib yang dipungut 
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oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin 

negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara 

langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah proses pencatatan, penggolongan dan 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan 

dan diakhiri dengan pembuatan laporan fiscal sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan 

Tahunan. 

 

2.6.2 Prinsip Dasar Akuntansi Perpajakan 

Menurut Waluyo (2008:19) prinsip dasar akuntansi perpajakan dalam 

menetapkan besarnya pajak terutang  tetap mendasarkan laporan keuangan yang 

disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan 

perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu 

masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta 

pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.  

 

2.6.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Mulyono (2006:43) akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 

bagaimana proses pencatatan transaksi yang kaitannya dengan Pajak Penghasilan 

Pasal 23. 

Contoh Pencatatan akuntansi pajaknya yaitu: 

a. Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor pada saat pemotongan sebagai berikut: 

( D ) Kas   xxx 

  ( K ) PPh Pasal 23     xxx 

  ( K ) Pembayaran Rekanan   xxx 

b. Jurnal Akuntansi Keuangan kantor pada saat Penyetoran ke Bank Persepsi 

sebagai berikut : 

( D ) Beban Pajak   xxx 

   ( K ) Kas    xxx 
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2.7 Asuransi 

Menurut Salim (2005:1) Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan 

kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) 

kerugian-kerugian besar yang belum pasti. 

 

2.7.1 Manfaat Asuransi 

Menurut Riegel dan Miller dalam Salim (2005:12) manfaat asuransi yaitu : 

a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-

perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para 

pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya. 

b. Dengan asuransi efisiensi perusahaan (business efficiency) dapat 

dipertahankan. Guna menjaga kelancaran perusahaan (going concern), maka 

dengan jalan pertanggungan, risiko dapat dikurangi 

c. Dengan asuransi terdapat suatu kecendrungan, penarikan biaya akan 

dilakukan seadil mungkin (the equitable assestment of cost). 

d. Asuransi sebagai dasar pemberian kredit (insurance serves as a basis of 

crredit). 

e. Asuransi merupakan alat penabung (saving). 

f. Asuransi dapat dipandang sebagai suatu sumber pendapatan (earning 

power). 

2.8  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS 

Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada 

presiden sebagai program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga 

kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya 

menggunakan mekanisme asuransi sosial. Asuransi sosial itu sendiri yaitu 

asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang 

dibentuk oleh pemerintah bedasarkan peraturan-peraturan yang mengatur 

hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Adapun 

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu : 
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a. Jaminan Kecelakaan Kerja 

Yaitu perlindungan untuk pekerja terhadap risiko kecelakaan kerja, meliputi 

perlindungan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta ditempat 

kerja, termasuk perjalanan dinas. 

b. Jaminan Kematian 

Yaitu perlindungan untuk pekerja terhadap risiko meninggal dunia bukan 

karena kecelakaan kerja. 

c. Jaminan Hari Tua 

Yaitu perlindungan untuk pekerja terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk 

menghadapi masa tua dalam bentuk tabungan 

d. Jaminan Pensiun 

Yaitu jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan 

memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami  

cacat total tetap, atau meninggal dunia.  

(http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/,12 April 2017). 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1    Lokasi dan Waktu Pelaksanaan  Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi  Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Cabang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yang 

terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 15 A Kebonsari. 

 

3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dimulai dari tanggal 01 

Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 

 Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Kantor Cabang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 : Hari efektif Praktek Kerja Nyata 

Hari kerja Jam kerja Jam istirahat 

Senin – Kamis 07.45 -17.00 12.00 - 13.00 

Jumat 07.45 – 17.00 11.30 – 13.30 

Sabtu dan Minggu LIBUR LIBUR 

 *Hari Jum’at diadakan senam pagi yang dimulai pukul 07.30 – 08.00 WIB 

Sumber : Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa 

seksi diantaranya: 

a. Seksi Sumber Daya manusia (SDM) 

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti mecatat surat keluar dan masuk 

para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  
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b. Seksi Keuangan dan Teknologi Informasi 

  Pada seksi ini penulis diberi tugas dalam  mengarsip dokumen pembayaran  

yang ada pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial   

Ketenagakerjaan. 

c.  Seksi Pelayanan 

 Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti pendampingan para peserta untuk 

memeriksa kelengkapan klaim Jaminan Hari Tua, kemudian dimasukkan 

kedalam drop box kelengkapan.  

d. Seksi Pemasaran 

Pada seksi ini penulis diberi tugas dalam  hal log in  peserta Jaminan Hari       

Tua dan melakukan rekonsiliasi perusahaan. 

Tenaga Outsourching  Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember berada dibawah seksi Sumber Daya 

Manusia (SDM). Pada melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan 

pada seksi Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kegiatan tenaga 

Outsourching dan Seksi Keuangan  Teknologi Informasi (TI) yang juga berkaitan 

dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan ruang lingkup 

kegiatan tersebut  maka pada Praktek Kerja Nyata akan dibuat laporan Tugas 

Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 

23 atas Jasa Outsourching Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Kantor 

Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten 

Jember”. 

 

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor 

Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jember sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 : Jadwal Kegiatan PKN di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. 

No Tanggal Kegiatan Penanggung jawab 

(a) (b) (c) (d) 

1. 01 Maret 2017 a. Perkenalan dengan pegawai 

Kantor Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan   

b. Apel Pagi 

c. Mempelajari tentang BPJS 

Ketenagakerjaan 

d. Membantu menomori surat 

e. Pelayanan klaim JHT 

P. Anif Mubasyir 

2. 02 Maret 2017 a. Apel Pagi 

b. Membantu  mengentry nilai 

c. Membantu mengaplop surat 

d. Pelayanan klaim JHT 

P. Anif Mubasyir 

3. 03 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Senam pagi 

c. Membantu mengarsip data 

d. Pelayanan klaim JKK, JHT, 

dan JK 

e. Membantu mengaplop surat 

P. Anif Mubasyir  

4. 06 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Membantu mengaplop surat 

c. Sacan surat 

d. Pelayanan 

P. Anif Mubasyir 

5.  07 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Pelayanan 

c. Laminating kart BPJS 

d. Membantu mengisi daftar 

BPU 

P. Anif Mubasyir 
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(a) (b) (c) (d) 

6. 08 Maret 2017 a. Mengarsip surat 

b. Log in saldo JHT 

c. Membantu download kartu 

bpjs 

P. Anif Mubasyir 

7. 09 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Pelayanan 

c. Log in saldo JHT 

d. Mengarsip surat 

P. Anif Mubasyir 

8. 

 

 

10 Marert 2017 a. Senam pagi 

b. Apel pagi 

c. Pelayanan 

d. Log in saldo JHT 

P. Anif Mubasyir 

9. 13 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Log in  saldo JHT 

c. Pelayanan 

P. Anif Mubasyir 

10. 14 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Log in  saldo JHT 

c. Pelayanan 

P. Anif Mubasyir 

11. 15 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Menyetempel klaim JHT 

P. Anif Mubasyir 

12. 16 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Pelayanan 

c. Membantu mengarsip surat 

P. Anif Mubasyir 

13. 17 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Senam pagi 

c. Membantu mengisi formulir 

BPU 

d. Pelayanan 

 
 
 

P. Anif Mubasyir 
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(a) (b) (c) (d) 

14. 20 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Mambantu mengisi formulir 

a. Pelayanan 

P. Anif Mubasyir 

15. 21 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Membantu mengisi formulir 

BPU 

P. Anif Mubasyir 

16. 22 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Membantu mengisi formulir 

BPU 

P. Anif Mubasyir 

17. 23 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Pelayanan 

c. Membantu mengengisi 

formulir BPU 

P. Anif Mubasyir 

18. 24 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Senam pagi 

c. Membantu mengisi formulir 

BPU 

d. Pelayanan 

P. Anif Mubasyir 

19. 27 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Membantu mengisi formulir 

BPU 

c. Pelayanan 

d. Menghitung aset kantor BPJS 

P. Anif Mubasyir 

20. 29 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Membantu mengisi formulir 

BPU 

P. Anif Mubasyir 

21. 30 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Rekonsiliasi 

c. Mambantu mengisi formulir 

BPU 

d. Pelayanan 

P. Anif Mubasyir 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka 

atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa surat 

perjanjian dengan pihak rekanan, memo pencairan dana, bukti pembayaran yang 

akan dinyatakan dalam bentuk numerical serta diolah secara elektronik.  

 

3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam  pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari Subjek Pajak dan Wajib Pajak. 

Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan pembayaran e-billing 

seperti rincihan tagihan dan/ atau pencatatan peredaran bruto Wajib Pajak. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti, artikel, internet, 

jurnal, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

22 31 Maret 2017 a. Apel pagi 

b. Membantu  mengisi 

formulir BPU 

c. Pelayanan 

d. Perpisahan 

P. Anif Mubasyir 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata ini yaitu : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

b. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis 

mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pengadministrasian 

pajak penghasilan pasal 23 atas jasa outsourching.  

c. Wawancara 

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara 

narasumber dan pewawancara pada Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk 

memberikan informasi terkait proses Wajib Pajak disini adalah Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yang 

melakukan pemotongan atas tarif pajak khusus kepada Subjek Pajak yang 

dimaksudkan ialah PT. Sandhy Putra Makmur. 
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 BAB 5. PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

  Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Cabang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember 

berdasarkan uraian yang telah didapatkan maka dapat penulis simpulkan sebagai 

berikut : 

a. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember melakukan pembayaran Pajak Pengahasilan Pasal 23 

atas Jasa Outsourching menggunakan e-billing sesuai dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak No. 26 Tahun 2014. 

b. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember bekerja sama dengan PT. Sandhy Putra Makmur atas 

jasa outsourching menggunakan harga kontrak.  

c. Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa 

outsourching melalui Sistem Informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(SIJSTK) oleh bagian umum.  

d. Pihak bendahara melakukan pembayaran menggunakan e-billing dan 

menunjukkan kode billing yang telah diperoleh ke Bank Persepsi yang 

telah ditunjuk yaitu Bank Bukopin 

e. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember menggunakan With Holding System yaitu memberi 

wewenang kepada pihak ketiga yaitu bendahara yang ditunjuk untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

 

5.2 Saran 

      Menambah karyawan  yang sesuai dengan kebutuhan Kantor Cabang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember dengan 
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melakukan rekruitment dan seleksi karyawan agar beban pekerjaan menjadi 

effisien dan hasil pekerjaan menjadi lebih maksimal. 
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Lampiran 1 Surat Pengantar Magang 
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Lampiran 2 Surat Persetujuan Magang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7 Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Sandhy Putra Makmur 
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Lampran 10 Kwitansi Tagihan dari PT. Sandhy Putra Makmur 
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Lampiran 11 Memo Pencairan Klaim Langsung 
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Lampiran 12 Rincian Memo Pencairan Anggaran 
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Lampiran 13 Permohonan Pembayaran Tagihan Pengelolaan Jasa Outsourching 
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Lampiran 14 Faktur Pajak 
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Lampiran 15 Voucher Umum 
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Lampiran 16 Slip dan Verifikasi Anggaran 
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Lampiran 17 Slip Pengiriman Uang Kepada PT. Sandhy Putra Makmur 
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Lampiran 18 Bukti Penerimaan Negara 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


74 

 

 

 

Lampiran 19. Penghitungan dan Pemotongan pada Sistem Informasi Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan (SIJSTK) tahun 2017 

 

Langkah 1 : entry secara lengkap pada sub menu memo pencairan 

 

Langkah 2 : Menentukan tanggal pencairan biaya atas jasa outsourching pada 

bulan Maret 2017 
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Langkah 3 : memilih core SIJSTK - jenis pencairan klaim langsung 

 

Langkah 4 : memilih core SIJSTK -  memilih jenis kegiatan beban jasa tenaga 

bantuan pembinaan 
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Langkah 5 : setelah mengisi identitas secara lengkap, maka rincian anggaran biaya 

tenaga kerja terisi secara otomatis   

 

Langkah 6 : mengisi jumlah pencairan sesuai dengan jumlah tagihan pengelolaan 

jasa tenaga Outsourching 
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Langkah 7 : mengisi cara bayar melalui Bank Bukopin, karena Kantor Cabang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan kerjasama 

dengan Bank Bukopin   

 

Langkah 8 : Setelah mengisi memo pencairan, klik pada sub menu rincian biaya 
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Langkah 9 : entry detail rincian biaya 

 

Langkah 10 : memilih core SIJSTK – mengisi daftar pegawai rekanan yaitu PT. 

Sandhy Putra Makmur 
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Langkah 11 : Setelah mengisi identitas pihak rekanan, maka jumlah biaya tagihan 

pada bulan februari 2017 terisi secara otomatis 

 

Langkah 12 : memilih core SIJSTK – mengisi jenis tenaga kerja yaitu 

outsourching  
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Langkah 13 : mengisi nominal beban sesuai pengelolaan jasa outsourching 

sebesar Rp 3. 084.664, Kemudian Pajak Penghasilan Pasal 23 akan terisi secara 

otomatis sebesar Rp 61.693 

 

Langkah 14 : mengisi jenis mata uang yaitu mata uang lokal dan jenis laporan 

ledger atau buku besar . Kemudian klik cetak laporan. 
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Lampiran 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 
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Lampiran 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
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Lampiran 22 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 
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Lampiran 23 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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Lampiran 24 Contoh Pegawai Outsourching  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Security Office Boy 
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